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Lampiran 1 (satu) berkas
Perihal Hasil Pemeriksaan atas  di

Laporan Keuangan Pemerintah Pangkalpinang

Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun Anggaran 2018

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 I«

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undu

Lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah P

Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desen
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasic

Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tangcal ters:

<

atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Ke
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan kesesuaian I:
Standar Akuntansi Pemerintahan, cfektivitas sistem pengendalian intern
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemcrintah I
Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sel
1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam p

keuangan, antara lain: ’

a. Klasifikasi Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap pada Laporan Keuangan I’
Kepulauan Bangka Belitung Tidak Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
Besaran Anggaran Belanjanya Tidak Memiliki Dasar yang Jelas.

b. Pengelolaan luran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) pada Sekoiah di
Pendidikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Belum Tertit

c. Pengelolaan Bantuan Pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebi
pada Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Ba
Sesuai Ketentuan.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan p
dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

a. Tujuh Paket Pekerjaan Peningkatan dan Pemeliharaan Berkala Jalan
Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kurao
Rp323.902.000,00.

b. Paket Pembangunan Gedung B Rumah Sakit Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Ku

Rp341.190.000,00 dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sciilai 2
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¢. Dua Paket Pekerjaan Bangunan Gedung pada Dua Organisasi Perangkat Daersh Kurai o

Volume Senilai Rp32.025.000,00.

Berdasarkan kelemzhan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Kepula:in

Bangka Belitung antara lain agar:

1. Memerintahkan TAPD untuk memedomani ketentuan mengatur penganggaran belanja untik

honorarium PTT.

2. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk menyusun petunjuk teknis dan melakukon
sosialisasi mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban dana IPP kepada para pengeloi:
keuangan di sekolah-sekolah di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitune.

3. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk melaksanakan prosedur pengesahan pendapati

dan belanja melalui pengajuan SP3B agar dapat diterbitkan SP2B oleh Kepala Bakuda.

4. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebilion

pembayaran senilai Rp323.902.000,00 sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Dacrah.
5. Memerintahkan Direktur Utama Rumah Sakit Dr. (H.C.) Ir. Soekarno selaku Pengguna Ang
untuk memproses kelebihan pembayaran senilai Rp341.190.000,00 dan denda keterlam
senilai Rp136.960.000,00 sesuai ketentuan dap menyetorkannya ke Kas Daerah.
6. Memerintahkan Direktur Utama RSJD dan Kepala Dinas Pertanian selaku Pengguna Anggara
unfuk memproses kelebihan pembayaran masing-masing senilai Rp16.205.000.00 d.
Rp15.820.000,00 sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
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Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Non:

87.A/LHP/XVIIL.PPG/06/2019, Nomor 87.B/LHP/XVII.PPG/06/2019, dan Nomor

87.C/LHP/XVII.PPG/06/2019 masing-masing bertanggal 20 Juni 2019.

Sesuai Pasal 20 ayaf (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaar

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tentang tindak lanju
atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 0
(enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, kami ucapkan teriiia

kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kepala Perwakilan,

Widhi Widayat
NIP 196908041997031005

Tembusan Yth:

Anggota V BPK

Menteri Dalam Negeri

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Auditor Utama Keuangan Negara V BPK

Kepala Direktorat Utama Revbang BPK

Inspektur Utama BPK

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
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